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PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR   16  TAHUN  2014 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MALANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan 

bersama; 

    
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah  Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APbBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Malang pada tanggal 4 Nopember 2014; 

 

 



 

 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam  Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 

 



 

 

 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4421);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya 



 

 

 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 



 

 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12   

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21    

Tahun 2011;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana 

Operasional; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009; 

 

 



 

 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaomana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2015; 

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 4 

Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 54); 

30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 28); 

31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 61);  

 

 



 

 

 

32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 65); 

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah  Kota Malang Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 11); 

35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); 

36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C); 

37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 

38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C); 

39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3); 



 

 

 

40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 

Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 15); 

41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4); 

42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5); 

43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Malang Nomor 6); 

44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 18); 

45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Becana Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 19); 

46. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20); 

 

 



 

 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 
dan 

WALIKOTA MALANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.701.347.126.513,79   

2. Belanja Daerah Rp. 1.803.147.126.513,79   

 Defisit Rp. (101.800.000.000,00) 

 

3. Pembiayaan Daerah :     

 a. Penerimaan Rp. 119.800.000.000,00   

 b. Pengeluaran Rp. 18.000.000.000,00   

 Pembiayaan Netto Rp. 101.800.000.000,00 

 



 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1, terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah     Rp. 353.427.746.711,29 

b. Dana Perimbangan sejumlah      Rp. 931.505.593.060,50 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah  Rp. 416.413.786.742,00 

  

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak daerah sejumlah       Rp.   270.000.000.000,00 

b. Retribusi daerah sejumlah   `  Rp.     40.345.709.448,90 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  

    dipisahkan sejumlah       Rp.    11.703.610.469,39 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah  Rp.     31.378.426.793,00 

  

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah   Rp.  112.165.340.060,50 

b. Dana alokasi umum sejumlah        Rp.  818.758.893.000,00 

c. Dana alokasi khusus sejumlah     Rp.         581.360.000,00 



 

 

 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah         Rp. 36.000.000.000,00 

b. Dana darurat sejumlah         Rp.     - 

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah      Rp. 129.611.285.742,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah   Rp. 225.802.501.000,00 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah  

 lainnya sejumlah        Rp.    25.000.000.000,00 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah      Rp.  948.333.622.313,79 

b. Belanja Langsung sejumlah       Rp.  854.813.504.200,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :  

a. Belanja pegawai sejumlah        Rp.  883.257.924.613,79 

b. Belanja bunga sejumlah       Rp.               - 

c. Belanja subsidi sejumlah       Rp.  - 

d. Belanja hibah sejumlah         Rp.       61.836.430.000,00 

e. Belanja bantuan sosial sejumlah      Rp.            434.500.000,00 

f. Belanja bagi hasil sejumlah            Rp.            100.000.000,00 

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah     Rp.           663.728.700,00  

h. Belanja tidak terduga sejumlah      Rp.         2.041.039.000,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah       Rp.     106.750.996.578,00 

b. Belanja barang dan jasa sejumlah      Rp      428.415.241.350,00 

c. Belanja modal sejumlah       Rp      311.639.241.272,00 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah       Rp.    119.800.000.000,00 

b. Pengeluaran sejumlah       Rp.      18.000.000.000,00 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  

b. sebelumnya (SiLPA) sejumlah      Rp.    119.800.000.000,00 

Pencairan dana cadangan sejumlah     Rp.               - 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  

sejumlah        Rp.    - 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah    Rp.  

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah  Rp.  - 

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah     Rp.  - 

 

 



 

 

 

 

 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:     

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah    Rp.                             0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  

sejumlah         Rp.      18.000.000.000,00 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah     Rp.               - 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah     Rp.  - 

 

Pasal 5 

(1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Kota Malang dapat mengeluarkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 

(2) Apabila program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 

ditetapkan, maka Pemerintah Kota Malang menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran atau LRA. 

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan; 

b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan/atau 

bantuan Keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan; 

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan 

masyarakat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat  Pemerintah Kota Malang dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan belanja 

tidak terduga. 

(3) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup : 

a. bencana alam; 

b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; 

c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali  Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berjalan; 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.  

  

Pasal 7 

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan / atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang 

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada 

Pimpinan DPRD. 

 



 

 

 

 

 

 

Pasal 8 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan  Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;     

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;  

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;  

Pasal 9 

 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai 

landasan operasional pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015. 



 

 

 

Pasal 10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Malang. 

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal    17   -   12    -     2014 

 

WALIKOTA MALANG, 

ttd. 

MOCH. ANTON 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal     23    -    12    -     2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

ttd. 

CIPTO WIYONO 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR  21 

 
 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

TABRANI, SH, M.Hum. 
Pembina 

NIP. 19650302 199003 1 019 


